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pangan

“ Kelangkaan gula yang saat ini terjadi khususnya
di Pulau Jawa diinformasikan oleh sgjumlah pejabat
dan pedagang yang berhubungan dengan distribusi

gula, diduga disebabkan oleh kelambatan
perencanaaan akibat adanya intervensi pejabat.
Penyebab lainnya adalah permainan pedagang
yang bekerja sama dengan aparat, dimana pasar
gula dikondisikan langka sehingga saat terjadi
kenaikan harga mereka mendapat untung. (lihat
Kompas, edisi 21 April 2003). Terlepas dari itu
semua kejadian ini memperlihatkan potret buram
strategi ekonomi bangsa ini—bangsa yang dulu
dikenal sebagai bangsa agraris. Untuk itu kami
sengaja, menampilkan tulisan dari Bapak Iman
Santoso yang menyajikan solusi yang komprehensif
menyangkut strategi swasembada pangan (dalam
hal ini beras) sebagai upaya penyelamatan
ekonomi. Tulisan ini sebelumnya telah ditampilkan

di Harian Umum Bisnis Indonesia edisi 9 Januari
2003 dan media internal PT Pupuk Kaltim dan atas
kebaikan hati beliau kami tampilkan khusus untuk

Anda pada Legal News edisi X ini ./redaks”

itar 70% produk domestik bruto Indonesia saat ini

ibangkitkan dari konsumsi dalam negeri yang sebagian

esar disumbang sektor konsumsi pangan. Sebagian
besar tenaga kerja Indonesia juga bekerja di sektor produksi
pangan.
Karenaitu, pangan menjadi sektor penggerak utama (growth
pole) ekonomi Indonesia. Rakyat Indonesia yang berjumlah
besar akan menjadi kekuatan ekonomi jikakebutuhan pangannya
bisadipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri, dan akan menjadi
pendorong konsumsi.
Untuk berassgja, nilai konsumsinyalebih dari Rp70triliun. Nilai
ekonomi beras ini bahkan lebih besar dari minyak mentah.
Dengan kenyataan itu, agar perekonomian tetap tumbuh, mutlak
harus diusahakan agar sektor pertanian dapat hidup sejahtera.
Untuk itu pemilihan growth pole semestinya ditekankan pada
sektor konsumsi pangan, mengingat pangan adal ah penggerak
utama ekonomi dan penyerap sebagian besar tenaga kerja.
Tulisanini menyajikan solusi sederhanauntuk menyelamatkan

Penyelamatan ekonomi dengan strategi swasembada

Oleh: Iman Santoso
Direktur PT Pupuk Kaltim

ekonomi bangsa, melalui gerakan “kota mendukung desa”
dengan cara*“ kemitraan penjaminan kredit tani.”

Caranya, dengan membuat usaha tani sebagai bisnis
menguntungkan dengan hanya jaminan kredit Rp7,5 triliun.
Skema ini dapat dijalankan sepe-nuhnya dengan skema
komersial tanpa program pemerintah.

Strategi swasembada

Indonesiamemerlukan 32 jutaton beras per tahun, sedangkan
di dunia hanya ada 16 juta ton beras yang diperdagangkan
antarnegara.

Di samping itu, hargaimpor beras(C& F) mencapa US$340/ton
pada saat Indonesia krisis. Sebagai pembanding, harga beras
yang samapada saat normal adal ah US$160.00/ton.

Karena itu rasanya tidak mungkin Indonesia mengandalkan
pemenuhan kebutuhan beras dari pasokan impor, sehinggatidak
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SEKAPUR
SIRIH

a Pembaca yang
udiman, pada
kesempatanini kami

beritahukan, bahwakantor
kami di J. Citarum 30,
Bandung tengah
mengalami renovas, maka
sementara waktu Anda
dapat tetap menghubungi
kami di J. Suryaayalll No.
5. Tep./Fax.022—7307523.
Kami mohon maaf atas
ketidaknyamanan yang
mungkin Andarasakan.
Legal News edisi X ini
tampil istimewa dengan
ditampilkannyatulisan dari
Bapak Iman Santoso yang
menyajikan solusi
komprehensif menyangkut
strategi  swasembada
pangan sebagai upaya
penyelamatan ekonomi.
Hal ini relevan dengan
kondis kelangkaan guladi
pasaran yang saat ini
terjadi. Tulisan ini Anda
dapat temukan dalam In
Focus.
In Sequence edisi ini
menutup dua edisi kgjian
tentang Aspek-aspek
hukum menyangkut Hak
Paten yang hadir
sebelumnya.
In Omnibus kembali
menampilkan tulisan
Bapak Onno W. Purbo, kali
ini beliau mengkaji tentang
sejauh mana kesiapan
bangsaini untuk berkiprah
di dunia multimedia yang
memiliki karakter dan
konsekwensi yang
khusus.
Kolom Glossary tetap
hadir membantu Anda
memahami istilah-istilah
yang berkaitan dengan
kajianIn Focus.
Peraturan perundang-
undangan apa saja yang
telah diundangkan dalam
satu bulan terakhir, seperti
biasadapat Andatemukan
daamInList.
Selamat mengkaji.
/Kantor Hukum
Paramarta.

Sekilas Aspek-Aspek Hukum Hak Paten
(3-Habis)

11. Pdaksanaan Paten dleh Pemerintah.

Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan
keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat
mel aksanakan sendiri Paten yang bersangkutan. [Pasd 99, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
Keputusan untuk mel aksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan dengan K eputusan Presiden setelah Presiden
mendengarkan pertimbangan Menteri dan menteri atau pimpinaningtans yang bertanggung jawab di bidang
terkait. [Pasd 99, Aya (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun2001].

12. Pembatalan Paten.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan bahwa Paten dapat dibatal kan berdasarkan:

1

2

3

Batd demi hukum.
Patendinyatakanbatd demi hukum gpabilaPemegang Patentidak memenuhi kewgjiban membayar biaya
tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini. [Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun2001].
Patenyang bata demi hukum dicatat dan diumumkan sertadiberitahukan secaratertulisoleh Direktorat
Jenderd kepadaPemegang Paten sertapenerimalisens danmula berl aku sgak tanggd pemberitahuan
tersebut.
[Pasd 89 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
Bata atas Permohonan Pemegang Paten.
Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jendera untuk seluruh atau sebagian ataspermohonan Pemegang
Paten yang digiukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderd. [Pasal 90, Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun2001].
Pembeata an Paten sebagaimanadimaksud padaayat (1) tidak dapet dilakukanjikapenerimalisend tidek
memberikan persetujuan secaratertulisyang dilampirkan padapermohonan pembatd antersehut. [Pesal
90, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
K eputusan pembatal an Paten dicatat dan diumumkan sertadiberitahukan secaratertulisoleh Direktorat
Jenderd kepadapenerimalisend. [Pasd 90, Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
Pembataan Paten berlaku sgjak tanggd ditetapkannya keputusan Direktorat Jenderal mengenai
pembata antersebut. [Pasa 90, Ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
Batd Berdasarkan Gugatan.
Pasal 91 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa Gugatan pembatalan Paten
dapet dilakukan gpabila
Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimenadimeksud ddam Pasd 2!, Pasal 62, atau Pasal 7°
seharusnyatidak diberikan;
b, Patentersebut samadengan Peten lain yang telah diberikan kepadapihak lain untuk Invens yang
sama berdasarkan Undang-undang ini;
¢ Pembeianliseng-wgibternyatatidak mampu mencegah berlangsungnyaped aksanean Patenddam
bentuk dan carayang merugikan kepentingan masyarakat daam jangkawaktu 2 (dua) tahun sgjak
tangga pemberian lisens-wagib yang bersangkutan atau sgak tangga pemberian lisensi-wajib
pertamaddam hd diberikanbebergpalisens-waib.
Gugatan pembatd an karena dasan huruf adapat digjukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten
meldui PengadilanNiaga [Pasa 91 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
Gugatan pembata an karenadasan huruf b dapat digjukan oleh Pemegang Paten atau penerimalLisens
kepadaPengadilan Niagaagar Patenlainyang samadengan Patennyadibatalkan. [Pasa 91 (2) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2001].
Gugatan pembata an sebagaimanadimaksud padahuruf ¢ dapat digjukan olehjaksaterhadap Pemegang
Paten atau penerimalisens-wajib kepada Pengadilan Niaga. [Pasal 91 (3) Undang-Undang Nomor 14
Tehun2001].
Pasd 93 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwais putusan Pengadilan
Niagatentang pembata an Paten disampaikan ke Direktorat Jendera paing lama 14 (empat belas) hari
sgak putusan diucgpkan, untuk kemudian dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderd.

13. Akibat Pembatalan Paten.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan bahwaakibat pembata an Paten add ah:

1

2

Pembatalan Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hd-hd lain
yang berasd dari Patentersebut. [Pasd 95 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

Kecudi jikaditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten batal untuk sduruh atau sebagian
sgiak tanggd putusan pembata antersebut mempunyal kekuatan hukumtetap. [Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun2001].

Penerimalisend dari Patenyang dibatalkan karenad asan sehagaimanadimaksud dalam Pesd 91 ayet (1)
huruf b tetap berhak me aksanakan Lisens yang dimilikinyasampal dengan berakhirmyajangkawaktu
yang ditetapkan ddam perjanjian Lisend. [Pasd 97, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].
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4 Penerima Lisens bersangkutan tidak wajib meneruskan
pembayaran roydti yang seharusnya masih wgjib dilakukan
kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan, tetapi
mengdihkan pembayaranroyati untuk SisajangkawektuLisens
yang dimilikinyakepada Pemegang Paten yang berhak. [Pasdl
97, Aya (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

5 Ddam hd Pemegang Paten sudah menerima sekdigus roydlti
dari penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib
mengembalikan jumlah roydti yang sesual dengan sisajangka
waktu penggunaen Lisens kepadaPemegang Patenyang berhak.
[Pasd 97, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001].

6 Lisens dari Paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab
sebagamana yang dimaksud ddam Pasal 91 ayat (1) huruf b
yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum digukan gugatan
pembatal an atasPaten yang bersangkutan, tetap berl akuterhadap
Patenlain. [Pasd 98, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001].

7. Lisens sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku
dengan ketentuan bahwa penerima Lisens tersebut untuk
sdanjutnya tetap wajib membayar roydti kepada Pemegang
Patenyangtidak dibatakan, yang besarnyasamadenganjumlah
yang dijanjikan sebelumnya kepada Pemegang Paten yang
Patennyadibataken. [Pasd 98, Aya (2) Undang-Undang Nomor
14Tahun2001].

14. Penydesaian Sengketadan K eéentuan Pidana.

Pasal 118, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

menetapkan, bahwa Pemegang Paten atau penerima Lisens berhak

mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga sstempat
terhadap sigpa pun yang dengan sengga dan tanpa hak melakukan

perbuatan sehagaimanadimeksud ddam Pasd 16.*

Gugatan ganti rugi yang digjukan terhadap perbuatan sshagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau

proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invens yang telah
diberi Paten. [Pasd 118, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2001].

|5 putusan Pengadilan Niagatentang gugatan sebagaimanadimaksud

padaayat (1) disampaikan kepadaDirektorat Jenderd painglamald

(empat belas) hari sgak tanggal putusan diucgpkan untuk dicatet dan

diumumkan. [Pasd 118, Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2001].

Pasd 125 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa

atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan

Paten, Pengadilan Niaga dgpa menerbitkan surat penetapan yang

segeradan efektif untuk:

a mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten dan hak yang
berkaitan dengan Paten, khususnya mencegah masuknya
barang yang didugamelanggar Paten dan hak yang berkaitan
dengan Paten ke ddam jaur perdagangan termasuk tindakan
importes;;

b.  menyimpan bukti yang berkaitan dengan peanggaran Paten
dan hak yang berkaitan dengan Paten tersebut guna
menghindari terjadinyapenghilangan barang bukti;

¢ memintakepadapihak yang merasadirugikan agar memberikan
bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak
atas Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, sarta hak
Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pesd 127 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa

daam hd Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara,

Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah,

membatalkan, atau menguatkan surat penetapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 125 ddlam waktu paling lama30 (tigapuluh)
hari sgjak dikd uarkannya penetapan sementaratersebut.

K etentuan Pidana.

Pasd 130 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa

barangs gpadengan senggjadan tanpahak ma anggar hak Pemegang
Paten dengan mel akukan sd ah satu tindakan sebagai manadi maksud
dalam Pasd 16 dipidanadengan pidanapenjarapdinglama4 (empet)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus
jutarupiah).

Pesd 131 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa

barangs gpadengan senggjadan tanpahak maanggar hak Pemegang
Paten Sederhanadengan me akukan sal ah satu tindakan sshagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dipidanadengan pidanapenjarapdinglama
2 (dua) tahun darvatau dendapaing banyak Rp 250.000.000,00 (dua
ratuslimapuluhjutarupiah).
Pasd 133 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menetapkan, bahwa
Tindak pidanasebaga manadimeksud ddam Pasdl 130, Pasd 131, dan
Pasal 132 merupakanddik aduan.
[Teguh SatyaRaharja
! Pasd 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 berbunyi:
“(1). Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan
mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam
industri.
(2) Suatu Invens mengandung langkah inventif jika Invens
tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu
di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya.
(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang
tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan
memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan
diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan
permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan
dengan Hak Prioritas.”
2 Pasd 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 berbunyi:
“ Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan
mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk,
konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat
memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten
Sederhana.”
8 Lihat bagian Lingkup Paten.

4 Lihat bagian Hak dan Kewgjiban Pemegang Paten.
Siapkah Bangsalni Berkiprah
Di DuniaMultimedia?

~ Onno W. Purbo*

Jawaban sngkatnya — hanya sedikit sekdi dari bangsa Indonesia
yang Sap secara penuh berkiprah di dunia multimedia. Tantangan
besarnya addah bagaimana supaya sebanyak mungkin bangsa ini
dapat berkiprahdi duniamultimedia

Terus terangnya saya pribadi masih melihat dunia multimedia,
telematika, internet sebetulnya hanyalah dat bantu sgja supaya
perputaraninformas & pengetahuan menjadi lebih cepat. Sayapikir
sebetulnya hanya sesederhanaitu gafilosofi dari duniamaya, tidek
terlalu rumit. Yang perlu digaris bawahi disini bahwa dalam dunia
mayakitabermain dengan perputaraninformas & pengetahuanyang
sedemikian cepat. Perputaranyang demikian cepat aken memberikan
bebergpa konsekuens logis. Adapun konsskuens dari perputaran
informas & pengetahuan yang demikian cepat adaah:

1 Payer yang akan survive & memenangkan pertempuran
addahorang/indtitud yang“ smart” / memiliki pengetahuan.

2 Kemenangan akan di tentukan oleh tingkat kepandaian
seseorang / indtitus & bukan kedekatan orang / indlitus
tersebut dengan penguasa.

3 KKNmenjadi irrdlevan bahkan bisamenjatuhkan reputas
seseorang / indtitus. Kebershan yang terbuka & bisa di
audit oleh masyarakat akan menjadi parameter reputes
seseorang / indtitus.

4  Kekuasaan berada di tangan rakyat — bukan di tangan
pemerintah, penguasa, MPR, DPR. Memang agak aneh
kedengarannya bagi kita yang berada di era orde baru
maupun reformas karena sdama ini rasanya kekuasaan
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harusnyadi tanganrakyet tapi praktek di lgpangannyatidak.
Rakyat masih harus mengemis ke MPR, DPR dll agar
suaranyadi dengar. Tidek demikian hanyadi infrastruktur
informasi yang cepat — society audit menjadi sangat
dominan.
Bagi parapemain di duniainformas kia gpayang harus di miliki
supaya kemungkinan untuk survive & menangnya cukup tinggi?
Adadua(2) hd yang besar yang akenmenjadi kuna utamakesuksesan
seseorang / sekdompok orang dalam berusaha di dunia maya ini,

yatu:
1 Tingkat pendidikan/ kepandaian.
2 Tingkat profesonditasuntuk berkompetis.

Pada hari ini masih segdlintir bangsa Indonesia sebenarnya sudah
memiliki kedua(2) resep utamatersebut. Artinyaakan adabeberapa
orang Indonesia yang akan survive dadam pertempuran di masa
mendatang yang lebih bertumpu pada tingkat pendidikan &
profesionditas — dangkah indah-nya hidup di Indonesiajikasemua
tenaga kerja bangsa Indonesia mempunyai kemampuan di atas
sehingga tidak harus hidup dari tetesan keringat untuk sesuap nas
yang di makannya tapi bisa hidup dari kekuatan pengetahuan yang
adadi otak-nya.

Jdas disni bahwa tantangan terbesar yang harus di hadapi addah
memandaikan paing tidak 100 utabangsal ndonesiayang merupakan
work-force bangsalndonesiasaet ini. Sebuah tantangan yang bukan
main berat-nya. Pepatah mengatakan:;

Jangan memberi ikan. Lebih baik memberikan pancing. Akan lebih
baik lagi jika menggjarkan cara membuat pancingnya.

Bagi yangjdi sehetulnyatantangan tersebut dgpat menjadikan sebuah
opportunity yang bukan kepa ang, bayangkan memandaiken 100juta
orang Indonesia—kalau setigp orang bersediamemberikan saturupiah
sgaakanilmuyang diaperoleh; artinyauntuk setigpilmu pengetahuan
yang diberikan ke tenaga kerja tersebut sebetulnya akan sdldu ada
reward yang besar yang akan diterimaol eh sumber pengetahuan tadi.
Sayang kebijakan pengembangan SDM yang adadi Indonesiapada
hari ini sangat lambat / kurang sekdi dadlam ussha memberdayakan
anak bangsadaam jumlah yang sangat besar. Kontrol kuditasyang
kelewat ketat bahkan kadang di senggjadi perketat dengan adanya
Badan Akreditas, Ujian negara tanpa fasilitas & insentif untuk
meningkatkan kuditas& kuantitasakhirnyamenjadi memperlambat
& mempersulit pengembangan SDM di Indonesia sendiri. Bahkan
seringkdi menjadi giang permainan uang dadam jumlah yang tidak
kecil (orde puluhan bahkan ratusan juta rupiah). Sidnya dengan
berbaga kehijakanyang adahanyasshagian kecil sgiadari bangsaini
yang dapat menikmati pendidikan & menjadi orangyangterdidik.
Jkamelihat berbagai statistik yang adaseperti di www.bpsgo.iddil.
Angka-nya cukup memprihatinkan sekai hanya 10-20% sga dari
lulusan 10.000 SMU & 4000 SMK yang mampudi serapolen PTN di
Indonesia. Sisanya yang masih mempunya kemampuan keuangan
harus berjuang untuk di terimadi 1300 PTSyang tersebar di sduruh
Indonesia. Sebagian besar harus gigit jari & bekerja dengan tingkat
pengetahuan SMU sga. Dari hampir 100 utatenagakerjadi Indonesia,
hanya 2-3 juta tenaga kerja yang berpendidikan tinggi — demikian
tidak effis en-nyas stem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia
sehingga pendidikan tinggi menjadi ssmacam menaragading ddam
duniapengetahuan Indonesia. Sidnyapding tidak 30%-an dari tenaga
kerja kita harus survive tanpa pendidikan SD sama s&kdi, atinya
hidup betul-betul mengandakan kemampuan otot & sumber daya
damsitarnya Kisshsadihakanterusbergulir jikacoeritaini diteruskan.
Pemerintah jelasjelas terldu memprioritaskan kebijakan-nya pada
masaah ekonomi & polkam. Pendekatan yang dilakukan cenderung
top-down terutama di bidang polkam pendekatan represif kadang
tidak bisadi hindari. Padahd jikakitalihat di ujungnya, sebetulnyaitu
semuaterjadi karenamassakuditas SDM di Indonesiayang kurang
baik sedemikianbanyak. Wajarlahjikaberbagai kekacauan akan sangat

mudah terjadi dengan kondis massa yang tingkat pendidikannya
demikian rendah. Berbaga kekacauan akan dapat dengan mudah
dikurangi dengan meningkatnyatingkat pendidikanbangsaini. Negara
tidak akan pernah merugi jikaharus berkorban untuk memandaikan
bangsa-nya K etidak adaenfinansd / anggaran bd anjabukan dasan,
karena ada dternatif-aternatif kemitraan dengan dunia usaha untuk
memandaikan bangsa ini. Bayangkan kalau berbaga insentif &
kebijakan di fokuskanbagi duniapendidikan, misanyatax bresk, tax
holiday bagi duniausahayang membantu duniapendidikan, misdnya
aokas resourceyang adadi negaraini (misanyadokas frekuens dil)
untuk memandaikan orang Indonesia. Saya masih percaya bahwa
kehidupan di Indonesia akan menjadi ceria dengan meningkatnya
tingkat pendidikan bangsaini.

Pengadaman pribadi penulis mengatakan bahwa menyebarkan ilmu
pengetahuan bahkan tanpa dikenakan harga sekalipun akan
memperolehreward yang bukan main. Tuhenternyatamemang sangat
adil & tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan
perhitungan. Penggunakan copyleft & menyebarkanilmu pengetahuan
Secaracuma-cumati dek akan merugikan samasekdi bagi S “ sumber”
pengetahuan yang meepaskan pengetahuan tersebut secara gratis.
Bahkanreward yang sangat besar ternyatadatang dari berbagai pihak
yang kadang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Secara filosofis
sebetulnya manusia tidak memiliki pengetahuan apapun karena
pengetahuan sebetulnyahanyadimiliki oleh Allah (QSAI Alag 1-5).
* Onno W, Purbo dikenal sebagai Pakar IT Indonesia yang telah terlibat sgjak
awal perkembangan IT di Indonesia. Beliau telah melahirkan banyak sekali
pemikiran yang menarik yang tertuang dalam artikel-artikelnya baik yang
disampaikan dalam seminar-seminar dan berbagai media massa. Untuk
keduakalinya kami tampilkan tulisan beliau yang ditulis sekitar bulan Agustus
tahun 2000, namun masih sangat relevan dengan kondisi saat ini.
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25 Februari 2003. LembaranNegaraNomor 26, Tambahan Lembaran
Negara4269.
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Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten
MamujuUtaraDi Proving Sulawes Sdatan. Diundangkandi Jekarta
pedatanggd 25 Februari 2003. LembaranNegaraNomor 27, Tambehen
LembaranNegara42/0.

Y] Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2003
Tentang Pembentukan K abupaten Manggaral Barat Di Proving Nusa
Tenggara Timur. Diundangkan di Jekarta padatanggd 25 Februari
2003. LembaranNegaraNomor 28, Tambehen LembaranNegarad271.
Y] Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2003
Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Sdatan, Kabupaten Pakpak
Bharat, Dan K abupaten Humbang Hasundutan Di Proving Sumatera
Utara. Diundangkan di Jekarta pada tangga 25 Februari 2003.
LembaranNegaraNomor 29, Tambahan Lembaran Negara4272.
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tangga 25 Februari 2003. Lembaran NegaraNomor 30, Tambahan
LembaranNegarad273.
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Diundangkendi Jekartapadatanggd 11 Maret 2003, LembaranNegara
Nomor 37, Tambahen LembaranNegara4277.
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Y] Peraturan Pemerintah Republik IndonesaNomor 16 Tahun
2003 Tentang Penambahan Penyertaan Modd Negara Republik In-
donesaKeDdam Modd Saham Perusshaan Perseroan (Persero) PT
Asurand Jwagraya. Diundangkan di Jekarta padatanggd 6 Maret
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Y] Peraturan Pemerintah Republik IndonesaNomor 18 Tahun
2003 Tentang Pemindahan 1bukota Kabupaten Aceh Utara Dari
Wilayah KotalhoksaumaweK e L hoksukon Di Wilayah K abupaten
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Y] Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik
IndonesaNomor: 232/MPP/K gp/4/2003 Tanggd 3 A pril 2003 Tentang
Penetgpan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasll

Perikanan

“Agricultural Sector” (Sektor Agraria):

Sektor pertanian/agraria mencakupi berbagai kegiatan pertanian.
I ndones amerupakan negaraagraris/pertanian karenasebagian besar
masyarakat ekonomi berada di sektor ini. Sektor pertanian tadinya
memberikan sumbangan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi,
danjugamemberikan sumbangandevisa. Namun kebijakan pemerintah
yanglebihmemfokuskan diri padasektor indudtri satu dekedeterakhir
ini, membuat peranan pertanian menjadi menurun, sekaipun tetap
sga75persendari rakyat Indonesaberadadi sektor ini. Namun sektor
pertanian yang makin tidak menarik, membuat banyak petani
meninggakan sektor ini dan berurbanisas ke kota-kota besar. (ppg,
bahan antara lain dari Ensikiopedia Ekonomi)

Agroindudri:

Industri berbad spertanian. Upayaindugtridisas tidek hanyaterhadap
pengolahan hasil-hasil pertanian, namun juga terhadap proses
budidaya pertaniannya sendiri. Sejak dari kemampuan rekayasa
genetikauntuk memperolehvarigtaspaing komersd hinggatindakan-
tindakan pengolahan lahan yang efisen, sampa dengan kegiaan
pengolahan hasil. Dengan demikian adaprofes atauindustri rekayasa
genetika, sampa indudtri pengolahan hasil. Indudridisas dalam
20roincUS X . . )

utamaproduks.

Agrobisis:

Pengembangan usaha tani secara terpadu sgiak penyediaan agro-
input , penanaman sampa pemasaran hasl.

“Common Agricultural Policy” (K ebijakan Pertanian
Bersama):

Suau sstem komprehensf dari target produks dan aturan pasar
yang diterapkan Masyarakat Eropa (M E) mencakup sebagian besar
produks pertanianyang diproduks ddam ME. Tujuandari kebijakan
ini untuk mencapal Suatu peningkatan standar hidup bagi masyarakat
pertanian di negara-negara anggota, menstabilkan pasar
pertanian,meningkatkan produktivitas pertanian, dan keamanan
pangan ddam ME. Berkaitan dengan kebijakan ini, ME dilgporkan
menge uarkan subsidi sampa milyaran dollar AS gunamelindungi
masyaraket pertanian merekadari barangimpor khususnyadari AS.
“Farm Management” (IlmuUsahaTani):

[Imu usaha tani ddlam arti luas, yaitu ilmu yang mempdaai cara
mengombinasikan faktor-faktor produks (tanah, modd, dan tenaga
kerja) ddam mengusahakan suatu tanaman dan/atau ternak, supaya
diperoleh keuntungan maksma dantrusmenerus.
IndeksHar ga Sembilan Bahan Pokok :

Indeks harga sembilan bahan pokok yaitu beras, ikan asin, minyak
goreng, gulapasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil kasar dan
batik cap. Indeksini diperoleh dengan caraperhitungan tertentu untuk
mengukur perkembangan atau kestabilan harga.
IndeksHargaK onsumen (IHK):

Perbandingan rdatif dari harga suatu paket komoditas (commodity
basket) padasuatu saat dibandingkan dengan harga-hargakomoditas
tersebut saat tertentu yang dipaka sebagal tahun dasar.

KUT PdaUmum:

Kredit modda kerjadari bank pemberi kredit yang disalurkan kepada
petani/kelompok tani olen KUD yang memenuhi persyaratan untuk
membiayai usshatani intensifiked padi, paawijadan hortikultura. (as
bahan dari Sekretariat Badan Pengendali Bimas Deptan)
Kredit UsahaTani (KUT):

Adaah kredit moda kerja yang disaurkan mdaui KUD untuk
membiaya usahapetani ddam intensifikasi tanaman padi, pdawija,
dan hortikultura. Pelaksanaan KUT sudah dimulai sgak tahun 1985
sampai sekarang.

Sektor Pertanian:

Pengertian sektor pertanian yang menjadi fokus atau yang diartiken
dalam APBN 1998/1999 add ah pertanian yang |ebih memantapkan
swasembda pangan secara efisien, peningkatan daya saing produk
pertanian untuk meningkatkan ekspor nonmigas, dan percepatan
upaya penghapusan kemiskinan di pedesaan sekdigus meletakkan
landasan yang kukuh bagi pengembangan sistem pertanian
berkdanjutan yang berbudaya industri yang efisien. (ppg, bahan
antara lain dari Bappenas)

Nilai Tukar Petani :

Hasil perbandingan antaraindekshargayang diterima(I T) danindeks
yang harusdibayar petani (1B). Hasll rasio ini menunjukkan kondis
petani sangat baik gpabila lebih besar dari 100. Sementara kondisi
buruk gpabila kurang dari 100. Secara sederhana dapat dipandang
sebaga sdah satu ukuran untuk melihat sgjauh mana posis petani
dalam dinamika pertumbuhan ekonomi secarakesd uruhan, gpakah
petani diuntungkan dalam kemgjuan pertumbuhan ekonomi itu atau
malah sebdiknya “buntung”. (boy, bahan dari Pusat Informasi
Kompas)

PetaniMarginal :

Petani yang mengerjakan tanah pertanian dengan hasil yang sasngat
marjind, yang hanya cukup untuk menutup biaya produks dengan
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harga-hargatertentu. Bilahargatertentutadi turun, mekapetani marjind
ini akan menganggur atau gpabilamerekabekerjaterusmakamereka
akenmenderitakerugian.

Sawah:

Tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi. Sawah Bencah:
sawah dengan pengairan dari sdokan. Sawah Bera: savahyangkurang
produktif karena pengairannya kurang teratur. Sawah Tadah Hujan:
sawah dengan pengairan yang bersumber dari hujan sga

Penyelamatan Ekonomi.... hal.1

ada caralain harus swasembada.

Pasalnya, ekonomi beras ini sangat besar. Selain nilai beras
yang diperlukan seluruhnya mencapai Rp70 triliun, kegiatan
produksinya per ha melibatkan 150 HOK (hari orang kerja),
berarti mencakup 20 juta petani dan |ebih dari 50% tenagakerja
terlibat.

Untuk itu, daya dan dana ekonomi perlu difokuskan kepada
produksi pangan, serta perlunya dukungan perbankan melalui
pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Tani (LPKT).
Swasembada pangan dapat tercapai dengan sendirinya jika
usaha tani mencapai tingkat menguntungkan. Untuk itu,
produktivas sawah harus dinaikkan dan pasarnya dilindungi,
sehinggausahatani profitable/bankable. Produktivitasini hanya
dapat dicapai jika produksi beras menggunakan ‘pupuk
majemuk’ dan ‘benih berlabel’ yang tentu sgja membutuhkan
modal kerja.

Menurut penelitian, jika penanam-an dilakukan tanpa
pemupukan, hanya menghasilkan 3,250 ton GKP/ha. Jika
dilakukan dengan pupuk tunggal saja (seperti sekarang), akan
menghasilkan 5,456 ton GK P/ha.

Jika penanaman dilakukan tanpa pemupukan akan terjadi
penurunan produksi pangan hingga 40% atau sebesar 13 juta
ton beras. Hal ini tidak mungkin diatasi dengan impor, sehingga
berpeluang terjadi kemungkinan kelangkaan bahan pangan
untuk 40% penduduk (88 juta orang).

Karena itu, upaya menaikkan produktivitas sawah menjadi
penting. Produktivitas sawah dapat dinaikkan jika didukung
saranaproduksi pertanian (saprotan) berupapupuk berimbang/
lengkap (NPK), benih berlabel & obat anti hama, selain kondisi
tanah yang mengandung air, sinar matahari, serta udara.
Persoal annya, meskipun biayabibit dan pupuk (di luar pestisida)
hanyamencapai 22% dari biayausahatani padi per ha, namun
itu merupakan kebutuhan modal kerjaberupacash flow terbesar
yang tidak dimiliki petani.

Bagaimana mekanismenya? Untuk mengatasi hal ini butuh
pemberian kredit untuk petani, yang didukung kredit perbankan.
Pembayaran kredit ini dapat menggunakan sistem “yar-nen”
atau bayar setelah panen.

Apakah bankable? Usaha tani dengan pupuk lengkap (pada
harga gabah normal) profitabilitas-nya sangat tinggi. Jika
menggunakan pupuk tunggal, tingkat keuntungan mencapai
98% setiap empat bulan musim tanam.

Bahkan, profitabilitas usaha tani dengan pupuk majemuk
sebenarnya sangat tinggi, mencapai 198%-205% setiap empat
bulan musim tanam.

Artinya, dari tingkat keuntungan itu, usaha tani sangat layak
dibiayai oleh perbankan secara komersial, cukup dengan
mekanisme kredit secara komersial biasa. Masalahnya, dana
perbankan adalah dana masyarakat. Perbankan terikat pada
prinsip prudential, yaitu memerlukan jaminan (kolateral atau
avalis) sebelum dapat mengucurkan kredit.

Ini pulayang menjadi kendala bagi petani karena petani tidak
memiliki sesuatu yang dapat dijaminkan. Di sinilah
diperlukannya Lembaga Penjamin Kredit Tani (LPKT) yang

beroperasi dengan sisem kemitraan.

Kemitraan usahatani meliputi empat pihak langsung. Pertama,
petani yang diposisikan sebagai investor (pengusaha usaha
tani). Kedua, pabrik pupuk dan penyalurnya, yang diposisikan
sebagal pemasok saprotan. K etigaperbankan, sebagai pemasok
dana, dan keempat adalah pasar atau pedagang beras sebagai
pembeli (termasuk Bulog).

Dua pihak lainnya yang terlibat tidak langsung adalah LPKT
sebagai katalisator proses ini, dan pemerintah yang
menyediakan prasarana (antaralain irigrasi, pergudangan dil)
& teknologi/penelitian.

Strategi pendanaan

Dalam usaha tani, kebutuhan kredit utama adalah untuk
pembiayaan saprotan. Untuk program pupuk majemuk, dana
yang diperlukan adalah Rp1.173.500/ha, dengan hasil panen
4,76 ton beras/ha.

Sedangkan konsumsi beras per orang per tahun adalah 140 kg,
sehingga kebutuhan modal penanaman padi untuk kebutuhan
makan per orang per tahun adalah Rp34.031 [Tabel 2].

Dengan katalain, jikasetiap orang menyisihkan Rp34.031 sgja
sekali dalam hidupnyadan ditempatkan di lembaga penjaminan
kredit tani untuk menjamin kredit tani bagi pembelian pupuk
majemuk, petani sanggup me-nyediakan beras seumur hidup.
Danaini bergulir (abadi), sehingga cukup disediakan satu kali
sgja bagi petani untuk menanam padi. Jadi un-tuk 220 juta
penduduk Indonesiadiperlukan dana penjaminan kredit Rp7,5
triliun.

Jikarata-rata sawah dapat panen duakali dalam setahun, maka
danayang diperlukan akan lebih kecil. Dana Rp7,5 triliun itu
akan bergulir sebagai jaminan kredit usahatani.

Perlu ditekankan, ini berbedadengan Kredit UsahaTani (KUT).
KendalaKUT pada masalalu disebabkan karena KUT adalah
skema program pemerintah yang tidak sepenuhnya mengikuti
kaidah ekonomi/komersial, sehinggatimbul penyimpangan dan
kemacetan.

Sedangkan skema penjaminan kredit tani ini sepenuhnya
mengikuti kaidah eknomi dengan memposisikan petani sebagai
investor usaha tani dengan produktivitas tinggi, sehingga
perbankan layak untuk mengucurkan kredit karenaprofitabilitas
usaha tani sangat bankable.

Untuk itu, agar memenuhi syarat dalam prudential banking prac-
tice, perbankan perlu jaminan bagi petani. Jikadanapenjaminan
kredit dapat tersedia, makaperlu dilakukan tigalangkah sebagai
berikut:

Pertama, penggunaan pupuk majemuk dan benih bermutu secara
nasional untuk meningkatkan produktivitas sawah sehingga
usaha tani menguntungkan bagi kesejahteraan petani dan
swasembada pangan tercapai dengan sendirinya.

Kedua, adanya L embagaPenjamin Kredit Tani oleh masyarakat
sendiri.

Ketiga, adanya sistem “Kawalan Teknologi” berupa
pendampingan/penyuluhan agar petani menggunakan saprotan
secara benar, pasca panen, serta dukungan pemasaran.
Strategi usah tani ini jugamem-berikan multiplier efek ekonomi
yang besar bagi kegiatan-kegiatan lain yang menunjang. Dan
pemerintah patut memberikan insentif kepada petani karena
telah melakukan investasi yang dapat menciptakan lapangan
kerjadan menghindari impor bahan pangan. ***

| NTERACTI ON

Anda dapat mengajukan pertanyaan, mengirimkan
tulisan atau sekedar berkomunikasi dengan kami
melalui sarana komunikasi kami.

paramarta@cbn.net.id
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